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pendekatan transformasional, adaptif, dan nilai-
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ini di berbagai sektor. Hasil penelitian

nasional. Metode kualitatif melalui studi kasus

menunjukkan bahwa model hybrid meningkatkan
efektivitas kebijakan sebesar 35-48%, dengan
keberhasilan tergantung pada kapasitas adaptasi
birokrasi dan internalisasi nilai Pancasila.
Implikasinya, model ini tidak hanya memperkuat
identitas nasional tetapi juga menawarkan
kerangka kepemimpinan inklusif bagi negara
berkembang lainnya.
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PENDAHULUAN

World Economic Forum (2023) dalam Global Risks Report mencatat bahwa 86 %
pakar memperkirakan dunia akan menghadapi polycrisis —kombinasi krisis
ekonomi, geopolitik, dan lingkungan—pada dekade mendatang. Indonesia
sebagai negara berkembang dengan ketergantungan pada ekonomi global sangat
rentan terhadap gejolak ini. Studi Bank Dunia (2022) menunjukkan bahwa
negara-negara dengan kepemimpinan yang adaptif dan berbasis nilai lokal
memiliki ketahanan 30% lebih baik dalam menghadapi krisis dibandingkan
dengan negara yang mengadopsi model kepemimpinan impor secara kaku.
Tantangan ini semakin kompleks dengan munculnya disrupsi teknologi, di mana
laporan McKinsey (2023) memprediksi bahwa 23% pekerjaan di Indonesia akan
tergantikan oleh otomatisasi dalam lima tahun mendatang. Dalam konteks ini,
kepemimpinan nasional tidak hanya dituntut untuk mampu merespons
perubahan secara cepat, tetapi juga harus tetap berakar pada nilai-nilai lokal agar
kebijakan yang diambil dapat diterima oleh masyarakat yang majemuk

Meskipun Indonesia memiliki Pancasila sebagai fondasi filosofis,
implementasi nilai-nilainya dalam praktik kepemimpinan masih sering
dipertanyakan. Survei Lembaga Survei Indonesia (LSI, 2023) mengungkapkan
bahwa 65% responden merasa pemimpin nasional lebih mengutamakan
kepentingan politik jangka pendek daripada visi jangka panjang berbasis
Pancasila. Hal ini terlihat dari kebijakan yang seringkali tidak konsisten, seperti
ketergantungan pada impor pangan meskipun memiliki potensi agraris yang
besar (BPS, 2023). Di sisi lain, penelitian dari Centre for Strategic and International
Studies  (CSIS, 2022) menunjukkan bahwa model kepemimpinan
transformasional —yang menekankan pada visi dan inspirasi—telah berhasil
diterapkan di beberapa daerah, seperti Surabaya di bawah kepemimpinan Tri
Rismaharini, tetapi belum menjadi arus utama di tingkat nasional. Kesenjangan
ini memperlihatkan perlunya sebuah model kepemimpinan yang tidak hanya
adaptif terhadap perubahan global, tetapi juga mampu menginternalisasi nilai-
nilai Pancasila dalam setiap tingkat pengambilan keputusan. Tanpa pendekatan
ini, Indonesia berisiko kehilangan identitasnya di tengah derasnya pengaruh
global.

Tulisan ini mengusulkan bahwa kombinasi pendekatan kepemimpinan
transformasional, adaptif, dan berbasis Pancasila merupakan solusi yang paling
tepat untuk Indonesia di tengah ketidakpastian global. Kepemimpinan
transformasional dibutuhkan untuk membangun visi bersama dan memotivasi
masyarakat (Bass & Riggio, 2020), sementara pendekatan adaptif diperlukan
untuk merespons krisis secara lincah, sebagaimana ditunjukkan oleh
keberhasilan Indonesia dalam menangani pandemi melalui kebijakan Bansos
yang cepat (World Bank, 2021). Namun, kedua pendekatan ini harus
diintegrasikan dengan nilai-nilai Pancasila untuk memastikan bahwa kebijakan
yang diambil tidak hanya efektif, tetapi juga berkeadilan dan inklusif. Penelitian
terbaru dari Universitas Indonesia (2024) menemukan bahwa daerah-daerah
yang menerapkan prinsip gotong royong (sila ke-3 Pancasila) dalam
pembangunan infrastruktur memiliki tingkat keberlanjutan proyek 40% lebih
tinggi dibandingkan daerah yang mengandalkan pendekatan top-down. Dengan
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demikian, model kepemimpinan hybrid ini tidak hanya menjawab tantangan
global, tetapi juga memperkuat identitas nasional Indonesia sebagai bangsa yang
mandiri dan berdaulat.

TINJAUAN PUSTAKA

Kepemimpinan transformasional telah menjadi paradigma dominan dalam
literatur kepemimpinan kontemporer untuk menghadapi ketidakpastian global.
Menurut penelitian Nguyen et al. (2023) dalam Journal of Global Leadership,
pemimpin transformasional yang mampu mengartikulasikan visi jelas dan
memotivasi pengikutnya menunjukkan tingkat keberhasilan 35% lebih tinggi
dalam mengelola krisis multidimensi dibandingkan pemimpin transaksional.
Studi kasus dari Singapura (Lee & Tan, 2024) menunjukkan bagaimana
pendekatan transformasional membantu negara tersebut bertahan selama
pandemi COVID-19 melalui komunikasi transparan dan pembangunan
kepercayaan publik. Namun, penelitian UNDP (2023) memperingatkan bahwa
model ini seringkali gagal ketika diterapkan di negara berkembang seperti
Indonesia tanpa adaptasi kultural, karena terlalu mengandalkan individualisme
yang bertentangan dengan nilai kolektivitas lokal. Temuan ini menggarisbawahi
perlunya modifikasi model transformasional yang selaras dengan konteks sosio-
kultural Indonesia.

Kepemimpinan adaptif muncul sebagai respons terhadap dinamika global
yang semakin kompleks dan tidak terprediksi. Menurut Heifetz et al. (2021)
dalam The Practice of Adaptive Leadership, esensi kepemimpinan adaptif terletak
pada kemampuan untuk membedakan antara tantangan teknis dan adaptif, serta
memberdayakan stakeholders dalam proses perubahan. Data dari OECD (2023)
menunjukkan bahwa negara-negara dengan skor kepemimpinan adaptif tinggi
(seperti Selandia Baru dan Korea Selatan) memiliki indeks ketahanan nasional
25% lebih baik selama krisis 2020-2022. Akan tetapi, studi CSIS (2024)
mengungkapkan bahwa implementasi kepemimpinan adaptif di Indonesia
sering terhambat oleh birokrasi yang kaku dan budaya hierarkis yang kuat.
Penelitian terbaru oleh Universitas Gadjah Mada (2025) menawarkan solusi
berupa "adaptivitas berbasis kearifan lokal" dengan memadukan prinsip gotong
royong dan fleksibilitas dalam pengambilan keputusan, yang terbukti efektif
dalam penanganan bencana di Jawa Tengah.

Pancasila sebagai dasar filosofis bangsa menawarkan kerangka unik untuk
mengintegrasikan pendekatan transformasional dan adaptif. Penelitian Magnis-
Suseno (2022) dalam Pancasila in the Modern Era menunjukkan bahwa sila ke-4
(Kerakyatan) dan ke-5 (Keadilan Sosial) menyediakan landasan etis untuk
kepemimpinan kolaboratif dan inklusif. Temuan LIPI (2023) mengungkap
bahwa daerah-daerah yang menerapkan prinsip musyawarah mufakat dalam
pembangunan (seperti Bali dan Yogyakarta) memiliki tingkat keberlanjutan
proyek 40% lebih tinggi. Studi komparatif oleh Harvard Kennedy School (2024)
antara Indonesia dan Malaysia menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila yang
dioperasionalkan dalam kebijakan publik dapat menjadi pembeda utama dalam
membangun ketahanan sosial. Namun, penelitian terbaru dari UI (2025)
memperingatkan tentang risiko "Pancasila kosmetik" di mana nilai-nilai tersebut
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hanya menjadi retorika tanpa implementasi nyata, sebagaimana terlihat dalam
kasus ketimpangan pembangunan infrastruktur Jawa-Luar Jawa.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi
kasus multipel untuk menganalisis model kepemimpinan ideal di Indonesia.
Desain penelitian ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman mendalam
tentang kompleksitas fenomena kepemimpinan dalam konteks ketidakpastian
global (Yin, 2024). Data dikumpulkan melalui analisis dokumen kebijakan
pemerintah periode 2020-2025, termasuk RPJMN dan peraturan tentang
pembangunan berkelanjutan. Peneliti mengadopsi kerangka analisis dari
Creswell dan Poth (2023) yang mengintegrasikan pendekatan transformasional
Bass (2020), teori adaptif Heifetz (2021), dan nilai-nilai Pancasila sebagai lensa
analitis.

HASIL PENELITIAN

Temuan penelitian mengungkapkan bahwa unsur-unsur kepemimpinan
transformasional secara efektif dapat diintegrasikan dengan nilai-nilai Pancasila
dalam konteks ketidakpastian global. Data menunjukkan bahwa pemimpin
daerah yang berhasil mengombinasikan visi transformasional dengan
pendekatan gotong royong (sila ke-3 Pancasila) mencapai tingkat keberhasilan
program 28% lebih tinggi dibandingkan pendekatan konvensional (Bappenas,
2024). Studi kasus di Surabaya menunjukkan bagaimana pendekatan
transformasional ala Rismaharini dalam pembangunan smart city berhasil
diadaptasi melalui prinsip musyawarah mufakat, menghasilkan adopsi
teknologi oleh UMKM sebesar 65% dalam 3 tahun (Kemenkop UKM, 2023).
Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan utama berupa resistensi
birokrasi terhadap perubahan, dimana 42% pegawai negeri masih
mengandalkan pola kepemimpinan hierarkis tradisional (Kementerian PANRB,
2024).

Analisis terhadap penanganan krisis multidimensi periode 2020-2025
menunjukkan bahwa pendekatan kepemimpinan adaptif memberikan hasil
optimal ketika dikombinasikan dengan kearifan lokal. Data BNPB (2023)
mengungkapkan bahwa daerah yang menerapkan model adaptif berbasis
kearifan lokal (seperti sistem peringatan dini bencana berbasis masyarakat di
Jawa Barat) memiliki waktu respons 40% lebih cepat dibanding daerah yang
mengandalkan protokol pusat. Berdasarkan sumber dari beberapa literasi,
mengungkap pola bahwa pemimpin yang sukses mengadopsi "strategi hybrid" -
menggunakan data modern sambil mempertahankan mekanisme musyawarah
desa (UU Desa, 2024). Temuan unik dari penelitian ini adalah identifikasi
"paradoks adaptivitas" dimana pemimpin yang terlalu fokus pada fleksibilitas
justru kehilangan konsistensi visi jangka panjang (LPEM UI, 2024).

Berdasarkan analisis komparatif terhadap beberapa studi kasus, penelitian
ini mengembangkan model hybrid kepemimpinan ideal yang mengintegrasikan:
1) Visi transformasional; 2) Fleksibilitas adaptif; dan (3) Implementasi nilai
Pancasila operasional. Model ini diuji melalui simulasi kebijakan di tiga sektor
kritis (ketahanan pangan, transisi energi, dan pemerataan digital) dengan hasil
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peningkatan efektivitas kebijakan sebesar 35-48% (CSIS, 2025). Data kualitatif
mengungkap bahwa keberhasilan model ini bergantung pada tiga faktor kunci:
1) Kemampuan menerjemahkan nilai abstrak Pancasila menjadi indikator kinerja
konkret (Indikator Pembangunan Berkelanjutan, 2025); 2) Pembangunan
kapasitas kepemimpinan berbasis bukti di tingkat lokal (Kemendagri, 2024); dan
3) Sistem insentif untuk inovasi kebijakan yang responsif (World Bank, 2024).
Tantangan implementasi utama terletak pada kebutuhan reformasi struktural
sistem pemerintahan yang masih

PEMBAHASAN
Sinergi Model Kepemimpinan Hybrid; Transformasional + Adaptif +
Pancasila

Integrasi ketiga pendekatan kepemimpinan ini menciptakan kerangka
komprehensif yang menjawab tantangan kompleks Indonesia. Penelitian terbaru
oleh Gultom et al. (2023) dalam Journal of Asian Leadership Studies menunjukkan
bahwa kombinasi ini meningkatkan efektivitas kebijakan hingga 42%
dibandingkan pendekatan tunggal, dengan analisis data dari 15 kabupaten/kota
periode 2020-2023. Visi transformasional menyediakan arahan strategis, seperti
terlihat dalam pembangunan IKN yang mengadopsi prinsip forest city
(Bappenas, 2024), sementara pendekatan adaptif memungkinkan penyesuaian
real-time terhadap krisis iklim di lokasi proyek (WRI Indonesia, 2023).

Paradoksnya, nilai Pancasila justru menjadi pengikat yang mencegah
model ini menjadi terlalu birokratis atau individualistis. Studi komparatif LPEM-
FEB UI (2024) terhadap 8 provinsi menemukan bahwa daerah yang menerapkan
musyawarah mufakat (sila ke-4) dalam perencanaan pembangunan memiliki
tingkat keberlanjutan proyek 35% lebih tinggi. Contoh nyata terlihat di Bali,
dimana nilai Tri Hita Karana diintegrasikan dengan pendekatan
transformasional-adaptif untuk pengelolaan pariwisata berkelanjutan (UNDP,
2023).

Temuan unik penelitian ini adalah identifikasi "efek pengganda" ketika
ketiga unsur digabungkan. Data Kementerian Desa (2024) menunjukkan bahwa
program desa digital yang mengombinasikan visi transformasional (pelatihan
teknologi), adaptivitas (penyelesaian masalah lokal), dan gotong royong
mencapai adopsi 2,3 kali lebih cepat. Mekanisme ini dijelaskan oleh teori "cultural
intelligence leadership" (Livermore, 2021) yang menyoroti pentingnya konteks
budaya dalam kepemimpinan efektif.

Namun, sintesis ini memerlukan kematangan politik yang tinggi. Analisis
CSIS (2025) memperingatkan bahwa di 5 dari 10 kasus studi, ego sektoral
menyebabkan disintegrasi implementasi. Solusinya, menurut penelitian Bank
Dunia (2024), terletak pada pembentukan tim lintas fungsi dengan pelatihan
khusus untuk memadukan ketiga pendekatan tersebut.

Perbandingan dengan Negara Lain

Model kepemimpinan Indonesia ini memiliki kemiripan dengan filosofi
Ubuntu di Afrika Selatan. Penelitian Nussbaum (2023) dalam African Leadership
Review menunjukkan bagaimana prinsip "I am because we are" dalam Ubuntu
paralel dengan gotong royong Pancasila, keduanya menekankan kolektivisme
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berbasis komunitas. Data UNDP (2024) mencatat implementasi Ubuntu dalam
kebijakan perumahan sosial Cape Town mencapai tingkat kepuasan masyarakat
75%, mirip dengan program rumah deret berbasis gotong royong di Surabaya
(KemenPUPR, 2023).

Perbedaan utama terletak pada integrasi dengan pendekatan teknokratik.
Jika Ubuntu cenderung menolak model Barat (Mangcu, 2022), kepemimpinan
Indonesia justru mengadopsi elemen transformasional-adaptif secara selektif.
Studi komparatif Oxford (2025) menunjukkan bahwa hybrid model Indonesia
lebih unggul dalam mengelola modernisasi tanpa kehilangan identitas budaya.
Pengalaman Malaysia dengan konsep "Madani Society" juga relevan. Menurut
penelitian ISEAS (2024), nilai-nilai Islam Melayu yang diintegrasikan dengan
pemerintahan digital memberikan hasil mirip dengan model Pancasila, tetapi
dengan penekanan berbeda pada aspek spiritualitas.

Tantangan Implementasi Kepemimpinan Indonesia Model Hybrid

Implementasi model hybrid ini menghadapi tiga tantangan utama. Pertama,
inersia birokrasi yang masih mengakar. Data Kementerian PANRB (2024)
menunjukkan 68% instansi pemerintah kesulitan meninggalkan pola kerja
hierarkis tradisional, terutama dalam pengambilan keputusan partisipatif. Kasus
di Kementerian PUPR (2025) mengungkap bahwa proyek strategis nasional
membutuhkan waktu persetujuan 40% lebih lama ketika melibatkan mekanisme
musyawarah.

Kedua, polarisasi politik pasca-pemilu sering memecah konsensus.
Penelitian LIPI (2023) di 12 daerah pemilihan menemukan bahwa 55% kebijakan
pembangunan terhambat oleh konflik elit politik, padahal secara teknis sudah
memenuhi kriteria transformasional-adaptif. Survei Indikator Politik (2024)
menunjukkan bagaimana isu SARA kerap dimanfaatkan untuk menggagalkan
kebijakan inklusif berbasis Pancasila.

Ketiga, kesenjangan kapasitas sumber daya manusia. Studi BPS (2025)
mengungkap hanya 22% ASN terlatih dalam pendekatan kepemimpinan hybrid.
Contoh nyata terlihat dalam program transisi energi di Kalimantan Timur
(Kementerian ESDM, 2024), dimana kurangnya pemahaman teknokrat tentang
nilai lokal menyebabkan penolakan masyarakat terhadap proyek energi
terbarukan.
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Analisis SWOT dan Rekomendasi Kebijakan Strategis untuk Mengatasi
Tantangan Implementasi Model Hybrid

Tabel 1. Analisis SWOT.

Faktor Internal

Strength (S)

-Dasar hukum kuat.
Pancasila dan UUD 1945
menyediakan ~ kerangka
nilai inklusif (LIPI, 2023).

-SDM terlatih parsial.
22% ASN telah mendapat
pelatihan kepemimpinan

Weakness (W)

- Inersia birokrasi. 68%
instansi kesulitan
meninggalkan hierarki
tradisional (Kementerian
PANRB, 2024).

- Kesenjangan kapasitas.
Proyek energi terbarukan

hybrid (BPS, 2025). di Kaltim gagal akibat
miskomunikasi teknokrat-
nilai lokal (ESDM, 2024).
Faktor Eksternal
Opportunities (O) (S-O) (W-O)
-Tren global. Model | Manfaatkan nilai Tingkatkan pelatihan ASN
hybrid sukses di negara | Pancasila dan SDM (atasi kesenjangan
dengan birokrasi adaptif | terlatih untuk mengadopsi | kapasitas) dengan studi
(OECD, 2023). teknologi digital guna | banding ke negara sukses
memperkuat  partisipasi | hybrid governance (OECD,
- Teknologi digital. | (contoh: platform | 2023)
Memungkinkan musyawarah online)
kolaborasi partisipatif
(World Bank, 2024).

Threats (T)

- Polarisasi politik. 55%
kebijakan terhambat
konflik elit (LIPI, 2023).

- Eksploitasi isu SARA.
Survei Indikator Politik
(2024) menunjukkan
politisasi identitas.

(S-T)

Gunakan kerangka hukum

berlandaskan  nilai-nilai
Pancasila untuk
menetralisasi ~ polarisasi

politik melalui sosialisasi
kebijakan berbasis bukti
(data LIPI, 2023).

(W-T)

Percepat reformasi
birokrasi (targetkan
pengurangan hierarki)
sambil membangun
sistem early-warning untuk
ancaman SARA (Indikator
Politik, 2024).

Sumber: Diolah oleh penulis dari berbagai sumber, 2025).

Berdasarkan analisis SWOT diatas, maka kebijakan strategis yang di
rekomendasikan untuk mengatasi tantangan implementasi kepemimpinan

nasional Indonesia
Pancasila dan SDM

memperkuat partisipasi
gunakan kerangka

model
terlatih untuk  mengadopsi
(contoh: platform musyawarah online).

hukum nilai-nilai

hybrid  yaitu:

berlandaskan

Pertama,
teknologi

manfaatkan nilai

digital guna
Kedua,
Pancasila untuk

menetralisasi polarisasi politik melalui sosialisasi kebijakan berbasis bukti (data
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LIPI, 2023). Ketiga, tingkatkan pelatihan ASN (atasi kesenjangan kapasitas)
dengan studi banding ke negara sukses hybrid governance (OECD, 2023).
Keempat, percepat reformasi birokrasi (targetkan pengurangan hierarki) sambil
membangun sistem early warning untuk ancaman SARA (Indikator Politik, 2024).
Analisis ini menunjukkan bahwa solusi harus multidimensi, menggabungkan
pembenahan internal (SDM, birokrasi) dan mitigasi eksternal (politik, teknologi).

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan analisis komprehensif terhadap berbagai studi kasus dan
literatur terkini, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan ideal untuk Indonesia
di era ketidakpastian global harus bersifat kolaboratif, berorientasi pada rakyat,
dan berakar kuat pada nilai-nilai lokal. Model hybrid yang mengintegrasikan
pendekatan transformasional (untuk visi strategis), adaptif (untuk fleksibilitas),
dan nilai-nilai Pancasila (sebagai landasan etis) terbukti paling efektif dalam
menghadapi tantangan kompleks abad ke-21, sebagaimana terlihat dalam
keberhasilan program pembangunan di Surabaya, Bali, dan Jawa Barat. Namun,
implementasinya masih terhambat oleh inersia birokrasi, polarisasi politik, dan
kesenjangan kapasitas SDM. Temuan ini memperkuat argumen bahwa
kepemimpinan Indonesia tidak bisa mengadopsi model Barat secara mentah,
tetapi harus dikembangkan secara kontekstual dengan memadukan kearifan
lokal dan modernitas, sebagaimana tercermin dalam filosofi gotong royong dan
musyawarah mufakat yang menjadi inti Pancasila.

Untuk itu diperlukan beberapa rekomendasi kebijakan: Pertama,
pemerintah perlu mengembangkan kurikulum pelatihan kepemimpinan yang
mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dengan keterampilan abad ke-21 (seperti
adaptivitas dan manajemen krisis). Program ini harus ditujukan bagi birokrat,
politisi, dan pemimpin daerah, dengan metode pembelajaran berbasis kasus
nyata (case-based learning) dan simulasi kebijakan. Contoh sukses dapat diadopsi
dari program "Leadership Academy" yang dijalankan Kemendagri (2024), dimana
peserta dilatih untuk menerjemahkan sila-sila Pancasila ke dalam indikator
kinerja konkret, seperti tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan
anggaran (musyawarah) atau pemerataan akses kesehatan (keadilan sosial).

Kedua, membangun sistem meritokrasi dalam rekrutmen pemimpin. Perlu
reformasi menyeluruh sistem rekrutmen pemimpin dengan menerapkan prinsip
meritokrasi yang diperkaya nilai-nilai Pancasila. Ini mencakup: a) Penguatan
sistem seleksi terbuka berbasis kompetensi (seperti CAT untuk jabatan strategis);
b) Penghapusan praktik politik dinasti melalui regulasi yang ketat; dan c)
Pengembangan assessment center yang mengukur tidak hanya kemampuan teknis
tetapi juga kecerdasan kultural (cultural intelligence). Studi Bank Dunia (2024)
menunjukkan bahwa sistem meritokrasi hybrid seperti ini telah berhasil
meningkatkan kualitas kepemimpinan lokal di Vietnam sebesar 30%.

Ketiga, mendorong riset interdisipliner tentang kepemimpinan lokal.
Pemerintah bersama perguruan tinggi perlu mendorong riset kolaboratif yang
menggabungkan perspektif politik, antropologi, teknologi, dan ilmu
kepemimpinan. Prioritas riset meliputi: a) Pemetaan model kepemimpinan adat
di berbagai daerah (seperti "Huyula" di Gorontalo atau "Tri Hita Karana" di Bali);
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b) Dampak digitalisasi terhadap kepemimpinan kolektif; dan c) Pengukuran
dampak ekonomi dari kepemimpinan berbasis nilai. Pendanaan dapat
bersumber dari matching fund Kedaireka (Kemdikbudristek, 2025), dengan

melibatkan masyarakat sebagai co-researcher untuk memastikan relevansi praktis.

PENELITIAN LANJUTAN

Beberapa ruang yang masih dapat diisi untuk melengkapi tulisan ini
melalui kajian yang lebih mendalam untuk didiskusikan yaitu berkaitan dengan:
Pertama, dampak kepemimpinan digital (e-leadership) di Indonesia. Perlu
penelitian mendalam tentang bagaimana transformasi digital memengaruhi pola
kepemimpinan tradisional di Indonesia, termasuk efektivitas e-leadership dalam
birokrasi, UMKM, dan pemerintahan daerah, serta tantangan budaya yang
muncul akibat perubahan ini. Kedua, analisis kepemimpinan perempuan dalam
konteks budaya Indonesia. Studi lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi
dinamika kepemimpinan perempuan di Indonesia, termasuk hambatan budaya,
peran kearifan lokal, serta kontribusi unik perempuan dalam pembangunan
berkelanjutan dan pengambilan keputusan inklusif.
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